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PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR    7   TAHUN 2018 
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Menimbang	:	a.	bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34-4774 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Perda Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat 	:		1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik     Indonesia Tahun 1945;  
		2.	Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan      Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958        Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
		3.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


6. 	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 7.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor  5105 ); 
8. 	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 71 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor  5410); 
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  2036)
10.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi      Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan  :	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi        Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, angka 10, angka 12, angka 13 dan angka 33 dihapus dan di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. 	Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 	Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta Perangkat Daerah Kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.	Masyarakat adalah  perorangan,  kelompok  atau  lembaga  yang merupakan penduduk Nusa Tenggara Barat dan mengembangkan diri secara sosial untuk kepentingan daerah Nusa Tenggara Barat dan mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.
5A. 	Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
6.	Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7.	Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah organisasi dan/atau badan hukum yang mendapat izin untuk menyelenggarakan satuan pendidikan formal, non formal maupun informal.
8. 	Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9.	Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang	yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. 	Dihapus.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. 	Dihapus.
13. 	Dihapus.
14. 	Pendidikan Menengah  adalah  jenjang  pendidikan  lanjutan pendidikan	 dasar  berbentuk  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA), Madrasah	Aliyah  (MA),  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
15. 	Pendidikan Khusus adalah  pendidikan  bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
16. 	Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa	depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
18. 	Peran serta adalah seluruh sumbangan dan aktivitas masyarakat secara material, finansial, pemikiran, tenaga, waktu dan lainnya untuk keperluan kemajuan pendidikan.
19. 	Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggara pendidikan berdasarkan	kekhasan agama, sosial, budaya,  aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan  pendidikan  dari,  oleh, dan untuk masyarakat.
20. Keunggulan Lokal adalah aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi,	ekologi yang    bermanfaat    bagi    pengembangan kompetensi peserta didik.
21. Muatan Lokal adalah merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokan dalam materi pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
22. 	Kurikulum  adalah seperangkat  rencana  dan pengaturan  mengenai tujuan isi,  dan bahan pelajaran  serta cara  yang digunakan sebagai pedoman
23. 	Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. 	Kurikulum  Muatan  Lokal  adalah  seperangkat  rencana  dan pengaturan megenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah serta cara yang	digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan belajar-mengajar.
25. 	Kelokalan   adalah   kelokalan   potensi   dan   permasalahan masyarakat	dan   budayanya   sebagai   potensi   yang   dapat dikembangkan untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan pendidikan.
26. 	Nilai Budaya adalah keseluruhan sistem norma yang berakar dari kebudayaan	daerah   yang   membangun   pranata   kehidupan masyarakat budaya dalam menciptakan masyarakat yang religius, maju dan harmonis.
27. 	Kebudayaan Daerah adalah seluruh potensi budaya etnik yang hidup berkembang dan didukung oleh masyarakat NTB.
28. 	Transformasi  Budaya  adalah  upaya  penggalian, penerusan dan internalisasi nilai melalui proses rekonstruksi dan reformulasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.
29. Masyarakat Pendidikan adalah sekelompok masyarakat yang memiliki	kepedulian   dan   perhatian   terhadap   usaha-usaha peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan.
30. 	Peserta  Didik  adalah  anggota  masyarakat  yang  berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
31. 	Warga Sekolah adalah kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, murid, petugas kebersihan, penjaga, dan atau siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
32. 	Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,   konselor,   pamong   belajar,   widyaiswara,   tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya,	serta   berpatisipasi   dalam   penyelenggaraan pendidikan.
33. 		Dihapus.
34.	Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
35. 	Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
36. 	Pengawasan proses pendidikan dan pembelajaran adalah pengawasan atas proses dalam pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut;
37. 	Pengawasan Satuan pendidikan adalah pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi,   pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut;
38. 	Evaluasi  pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu  pendidikan  terhadap  berbagai  komponen pendidikan	pada  setiap  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan sebagai bentuk pertangungjawaban penyelenggaraan  pendidikan.
39.	Standar  nasional  pendidikan  adalah  kriteria  minimal  tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
40.	Lingkungan pendidikan  adalah  keseluruhan  sistem  penunjang yang menyebabkan terselenggaranya pendidikan dengan baik dan bermutu, baik di lingkungan satuan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Provinsi yang meliputi :
a. antar kabupaten;
b. antar kota;
c. kabupaten dan kota; dan
d. antara peserta didik laki-laki dan perempuan.
(2) Tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal.
(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal. 
(4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap partisipasi pendidikan dasar dan  nonformal.

3. Bagian Ketiga dan Bagian Keempat BAB III Dihapus
4. Ketentuan Pasal 12 Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
(1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, religius, dan berbudaya.
(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada     ayat (1) dilaksanakan pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf c, ayat (5), dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17
(1) Penyelenggaraan pendidikan mencerminkan ciri religiusitas sebagai berikut:
a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. budaya sekolah yang dapat membentuk sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai dan norma agama; dan
c. budaya yang guyup, aman, damai, harmonis dan sejahtera berdasarkan keragaman. 
(2) Dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencerminkan ciri religiusitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat harus berkomitmen untuk mendukung upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang religius.
(3) Setiap Satuan Pendidikan menerapkan perilaku religius yang meliputi:
a. kegiatan iman dan taqwa (imtaq) setiap hari Jum’at sebelum jam pelajaran dimulai;
b. pakaian seragam yang mencerminkan religiusitas, dan pakaian khusus keagamaan yang diberlakukan pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
c. Dihapus.
(4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan tempat ibadah di satuan pendidikan untuk mendukung perilaku religius dengan memperhatikan rasio peserta didik.
(5) Dihapus.
(6) Pendidikan yang mencerminkan religiusitas diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.
(7) Dihapus. 

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19
(1) Kurikulum muatan lokal dilaksanakan pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
(2) Penyusunan kurikulum muatan lokal sebgaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pemangku kepentingan dengan memperhatikan keunggulan dan kearifan daerah setempat.
(3) Penyusunan kurikulum  muatan  lokal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) harus  memuat materi tentang:
a. pelestarian budaya daerah;
b. pendidikan karakter;
c.  pendidikan antikorupsi;
d. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi;
e.  pendidikan kebencanaan.
(4) Penyusunan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5) Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6) Hasil penyusunan kurikulum muatan lokal yang disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20
(1) Pemerintah Daerah menetapkan kompetensi kelokalan kurikulum berbasis kearifan dan keunggulan lokal dengan memperhatikan standar  sebagai   media transformasi budaya pada setiap satuan pendidikan
(2) Kompetensi kelokalan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun suplemen kurikulum yang memiliki muatan kearifan lokal dan budaya daerah serta pendidikan budi pekerti melalui pelajaran terkait.
9. Judul BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24
(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berciri keunggulan lokal dan/atau keunggulan tertentu.
(2) Persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang berciri keunggulan lokal dan/atau keunggulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dihapus.
(4) Izin penyelenggaraan pendidikan yang berciri kelokalan dan/atau keunggulan tertentu dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang ciri kelokalan dan/atau keunggulan tertentu, dan standar penyelenggaraan diatur dengan Peraturan Gubernur.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 25
Pemerintah Daerah wajib :
a. memperhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penataan, dan penempatan tenaga kependidikan;
b. meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. mendukung dan memacu peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi;
d. memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sesuai kewenangannya.
(2) Pemerintah Daerah mendukung ketercukupan sarana dan prasarana pendidikan sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(3) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan sesuai kualifikasi standar mutu oleh satuan pendidikan.

13. Ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4) diubah, ayat (5) huruf h, huruf i, huruf k, huruf l dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 30
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha dan dunia industri, serta organisasi kemasyarakatan. 
(3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat disalurkan antara lain melalui :
a. Dewan Pendidikan;
b. Komite Sekolah;
c. Lembaga yang mewakili pemangku kepentingan pendidikan.
(4) Peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi memperbaiki dan membantu pengembangan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis religius, budaya dan berorientasi mutu.
(5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
a. membangunan jejaring kerja dalam mendukung pelaksanaan pendidikan yang berbasis religius, budaya dan berorientasi mutu;
b. memantau perkembangan, kegiatan dan kemajuan belajar anak usia sekolah di lingkungannya;
c. menjaga dan memelihara satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;
d. berperan aktif untuk memajukan satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;
e. berperan aktif dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi. penyelenggaraan pendidikan;
f. berperan dalam menentukan arah pengembangan satuan pendidikan;
g. membina hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar; 
h. Dihapus
i. Dihapus
j. membantu pendanaan pendidikan;
k. Dihapus
l. Dihapus
(6) Dihapus.
14.  BAB XIII Dihapus.
15.  Ketentuan Pasal 32 Dihapus
16. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 39
Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana pendidikan untuk:
a. biaya operasional dan personal yang tidak dibiayai oleh APBN;
b. bantuan khusus untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu;
c. bantuan khusus kepada satuan pendidikan yang terkena bencana dan/atau di daerah tertinggal; dan
d. bantuan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan (sekolah/madrasah) swasta.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 April 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

			           ttd.

Diundangkan di Mataram		        M. H. ZAINUL MAJDI
pada tanggal 17 April 2018	
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

                         ttd.

     H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  NOMOR (7,99/2018).
Salinan Sesuai dengan Aslinya
      Kepala Biro Hukum,
               [image: ]
H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
 NIP.196512311993031135








PENJELASAN 
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR        TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM
Melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34-4774  Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan sebagai hasil evaluasi Pemerintah. 
Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara Pasal 31 ayat (3) yang menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti bahwa  pendidikan sebagai hak dasar warga yang menjadi syarat penting  bagi keberhasilan pembangunan di daerah dan nasional. Dengan demikian pendidikan penyelenggaraan penidikan yang bermutu akan dapat mewujudkan  Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pusat pendidikan, pembentukan karakter  mulia dan/atau pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilandasi iman dan taqwa. 
Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi iman dan taqwa, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Oleh karena itu upaya yang dilakukan antara lain penyediaan akses pendidikan berkeadilan, peningkatan mutu pendidikan yang merata, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi pengelolaan dan pembinaan sekolah menengah dan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Untuk menyelaraskan pembagian tanggungjawab sebagaimana di atas, maka Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan perubahan atas  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai komitmen untuk mendorong dan mengupayakan pencerdasan kehidupan dan penghidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak didik; (c)  mengoptimalkan pembentukan kepribadian; (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional; dan (e) memberdayakan peran serta masyarakat, dunia usaha dan dunia industry dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. 
Guna mencapai  tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang  pendidikan, adalah: (a) perluasan akses layanan pendidikan yang merata dan bermutu; (b) peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif; (c) pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran; (d) penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha; dan (e) penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. 
Dari berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut, tentu saja tetap harus sejalan dengan lingkup kewenangan Daerah Provinsi berkenaan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan dibidang pendidikan dengan tetap mengakomodir materi muatan lokal sebagai bentuk kearifan lokal dalam Peraturan Daerah ini. 
Oleh karena itu, guna  mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan dengan melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

2. PASAl  DEMI PASAL
Pasal I
angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
angka 2
Pasal 9
		Cukup jelas
angka 3
	cukup jelas
angka 4
Pasal 12
		Cukup jelas
angka 5
	Pasal 13
		Cukup jelas

angka 6
	Pasal 17
		Cukup jelas
angka 7
Pasal 19
Ayat (2) huruf a, ruang lingkup budaya daerah terdiri atas adat istiadat, kesenian, kebudayaan, dan kearifan lokal. 
angka 8
	Pasal 20
		Cukup jelas
angka 9
Cukup jelas
angka 10
	Pasal  24
		Cukup jelas
angka 11
	Pasal 25
		Cukup jelas
angka 12
	Pasal  26
		Cukup jelas
angka 13
	Pasal  30
		Cukup jelas
angka 14
		Cukup jelas
angka 15
	Pasal 32
		Cukup jelas
angka 16
	Pasal 39
		Cukup jelas
Pasal II	
Cukup jelas
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